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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempercepat 
penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena 
itu, teknologi informasi banyak digunakan dalam praktik pemerintahan untuk 
mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government). 
Indonesia sudah menerapkan penggunaan teknologi informasi yang 
dapat membantu kegiatan masyarakat tidak terkecuali di Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang atau disebut KPKNL adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Instansi vertical 
artinya adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga 
pemerintah yang bukan departemen namun mempunyai lingkungan kerja di 
wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jendral Kekayaan Negara, bahwa KPKNL mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara 
dan lelang. 
Dari beberapa tugas tersebut salah satunya adalah pelayanan lelang. 
Lelang adalah sistem penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan 
penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin 
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meningkat atau  dengan  pendaftaran harga , atau  dimana  orang-orang yang di 
undang atau sebelumnya diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau 
kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang  atau yang 
membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan. (Yahya 
Harahap, 2008). 
Di masa lalu lelang seringakali hanya diikuti oleh kalangan terbatas, 
dalam arti kalangan yang rajin membaca surat kabar harian dan yang memiliki 
akses terhadap informasi. Peserta dan pemenang lelang kerapkali merupakan 
orang yang itu-itu saja. Membaca surat kabar harian belum menjadi budaya kita, 
dan jika pun membaca surat kabar harian seringkali kita melewatkan bagian 
iklan dimana pengumuman lelang biasanya diletakkan. 
Seiring dengan perkembangan zaman, DJKN selaku regulator 
pelaksanaan lelang di Indonesia berupaya melakukan inovasi guna 
meningkatkan akses masyarakat untuk mengikuti lelang . Jika sebelumnya 
pengumuman hanya melalui surat kabar harian maka mulai tahun 2013 
dilakukan inovasi dengan memunculkan e-auction dimana penguman lelang 
selain dapat dilihat melalui surat kabar harian juga ditayangkan melalui website 
www.djkn.kemenkeu.go.id/lelang dan lelang dilakukan secara online tanpa 
memerlukan kehadiran peserta lelang 
Pada awal sosialisasi, masih ada keragu-raguan dari pihak pemohon 
lelang menggunakan e-auction ini mulai dari faktor dasar hukumnya, 
kecanggihan tekonologi aplikasi, sampai dengan independensi Pejabat Lelang. 
Mengingat e-auction merupakan sistem dan kebijakan baru, dirasa perlu 
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menyediakan sarana edukasi kepada masyarakat pengguna jasa lelang yang 
dapat dipergunakan secara berkesinambungan. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 
tinjauan mengenai penerapan lelang secara online dengan judul 
“IMPLEMENTASI E-AUCTION (LELANG INTERNET) TERHADAP 
PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI ATAS 
BARANG SITAAN PAJAK DI KPKNL KOTA TEGAL”  
B. Ruang Lingkup Pembahasan 
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan laporan dengan judul 
“Implementasi e-Auction Terhadap Pelaksanaan dan Pengumuman Lelang atas 
Barang Sitaan Pajak di KPKNL Kota Tegal adalh sebagai berikut: 
1. Dasar – dasar hukum e-Auction 
2. Pengertian tentang e-Auction  
3. Tata cara pelaksanaan dan  pengumuman lelang atas barang sitaan pajak 
melalui e-Auction 
4. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat umum dalam menggunakan e-
Auction. 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1.  Tujuan Penulisan  
Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penulisan Laporan Tugas 
Akhir ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui penerapan dan tata cara pelaksanaan dan  
pengumuman lelang atas barang sitaan pajak melalui e-Auction 
b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih spesifik pada penggunaan 
e-Auction. 
c. Untuk membandingkan mekanisme lelang konvensional dan lelang 
online. 
d. Untuk memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi pihak 
lain yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat umum yang belum 
mengetahui lelang online. 
2. Manfaat Penulisan 
a. Bagi Penulis 
1) Untuk menambah dan memperluas wawasan dan ilmu 
pengetahuan, khususnya tentang pelaksanaan dan  pengumuman 
lelang atas barang sitaan pajak melalui e-Auction. 
2) Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama 
masa perkuliahan dan mengaplikasikannya kedalam kehidupan  
nyata. 
3) Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan dan  pengumuman 
lelang atas barang sitaan pajak melalui e-Auction di KPKNL Kota 
Tegal. 
b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 
Sebagai bahan referensi yang diharapkan bermanfaat dan berguna 
bagi para staf pengajar dan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal pada 
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umumnya serta mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen 
Perpajakan pada khususnya.  
c.  Bagi KPKNL Kota Tegal 
Sebagai bahan masukan dan informasi pelengkap untuk 
memperkaya literatur tentang pelaksanaan dan  pengumuman lelang atas 
barang sitaan pajak melalui e-Auction serta dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan untuk  meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tegal berkaitan dengan pelaksanaan 
dan pengumuman secara online. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang Kota Tegal. JL. KS Tubun No. 12, Randugunting, Kec. 
Tegal Selatan,Kota Tegal, Jawa Tengah 
2. Waktu Penelitian  
Penelitian akan dilaksanakan selama dua bulan, terhitung dari tanggal  
20 Januari 2020 sampai dengan 14 Maret 2020. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data – data, keterangan dan informasi yang 
diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang akan digunakan adalah 
sebagai berikut : 
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a. Wawancara / Interview 
Pencarian data dilakukan dengan wawancara dan Tanya jawab secara 
langsung dengan meminta penjelasan dan keterangan dari pihak yang 
berkompeten di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tegal 
untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mendokumentasikannya. 
b. Observasi 
Pencarian data dilakukan dengan cara peneliti mengadakan 
pengamatan secara langsung terhadap objek yang hendak diteliti di Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tegal untuk mendapatkan data 
dan informasi yang diperlukan. 
c. Studi Pustaka 
Pencarian data dilakukan dengan mengambil data dari buku – buku 
bacaan, Keputusan Menteri Keuangan, Undang – undang dan lain – lain yang 
dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam penyusunan laporan Tugas 
Akhir. 
d. Dokumentasi 
Pencarian data yang dilakukan dengan melalui dokumen yang dapat 
berupa catatan kasus wajib pajak, e-book tentang masalah yang akan diteliti 
dan dokumen lainnya yang memuat data yang diperlukan. Kegiatan 
mengumpulkan data dan mencari informasi dengan membuat daftar 
dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM INSTANSI 
 
A. Sejarah KPKNL Kota Tegal 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal adalah 
salah satu kantor pelayanan publik yang merupakan instansi vertikal DJKN yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah 
DJKN. 
KPKNL Tegal semula adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang 
Negara (KP2LN) Tegal,yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri 
Keuangan RI Nomor 455/MK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dengan wilayah 
kerja meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota/Kabupaten 
Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota/Kabupaten Brebes. KP2LN Tegal 
mulai  beroperasi sejak serah terima KP2LN Semarang ke KP2LN Tegal pada 
tanggal 7 Januari 2002 namun dalam pelaksanaan kegiatannya, kantor masih 
berada di Semarang. KP2LN mulai beroprasi di Tegal secara resmi  mulai 
tanggal 8 April 2002 dengan menempati/menyewa gedung milik Dispenda 
Propinsi Jawa Tengah yang bertempat di Jalan Kapten Piere Tandean No.1 
Tegal. Pada tanggal 16 Februari 2007 KP2LN Tegal telah menempati gedung 
kantor baru yang  terletak di Jalan K.S Tubun No.12 Tegal yang berdiri di tanah 
sertifikat Hak Pakai No.76. 
Seiring dengan perubahan organisasi, Berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 
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Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian 
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang Negara dan Lelang Negara 
(DJPLN) menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan KP2LN 
berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL). 
Wilayah KPKNL Tegal yang semula sampai dengan Kabupaten Kendal 
sekarang hanya meliputi Kabupaten Pemalang, Kota/Kabupaten Tegal dan 
Kabupaten Brebes.Sedangkan untuk Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang 
masuk wilayah KPKNL Pekalongan. 
B. Visi dan Misi 
1. Visi 
Menjadi Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Professional dan 
Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat. 
2. Misi 
a. Mewujudkan optmalisasi penerimaaan, efisiensi pengeluaran, dan 
efektifitas pengelolaan kekayaan negara 
b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum 
c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi 
pemerintah. 
d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan 
dalam berbagai keperluan. 
e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, 
transparan dan akuntabel. 
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f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan 
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan 
kepentingan masyarakat. 
3. Motto 
Motto yang dimiliki oleh KPKNL Tegal merupakan komitmen seluruh 
jajaran pemimpin dan staf KPKNL Tegal dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi pokok yang diemban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sejak 
tahun 2012 KPKNL Tegal memiliki motto yaitu 
“Pelayanan Prima Untuk Anda Yang Istimewa, SEBAYU SEMANGATKU, 
KPKNL Laka-laka”. 
Kata SEBAYU terinspirasi dari nama tokoh adat masyarakat Tegal 
yaitu Ki Gede Sebayu. Kata SEBAYU merupakan kepanjangan dari Sinergi, 
Efektif, Berbudaya, Amanah, Yuridis, dan Unggul.Motto tersebut diambil 
dari unsur nilai-nilai Menteri Keuangan. Sedangkan Laka-Laka diambil dari 
sebuah ungkapan yang berasal dari daerah Tegal yang artinya tidak ada 
duanya.Kata Laka-laka merupakan kepanjangan dari Layanan Kami Lancar 
Kabeh. Motto tersebut memiliki arti  bahwa memberikan kepuasan bagi 
pelanggan dan menimbulkan rasa menyenangkan bagi pelanggan adalah 
prioritas dan pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Tegal. 
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C. Struktur Organisasi 
Gambar 2.1  Struktur Organisasi KPKNL 
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D. Kepegawaian dan Tugas Pokok 
1. Tugas dan Fungsi KPKNL 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jendral Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang 
negara dan lelang. 
Dalam rangka melakukan tugas tersebut, KPKNL memiliki fungsi 
a. Inventarisasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan 
pengalihan serta penghapusan kekayaan nergara. 
b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan 
serta penghapusan kekayaan negara 
c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelola  barang 
jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung 
hutang dan penjamin hutang. 
d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka 
wktu dana atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan 
penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul 
penghapusan piutang negara 
e. Pelaksanaan pelayanan penilaian 
f. Pelaksanaan pelayanan lelang 
g. Penyajian informasi dibidang kekayaan neagara, penilaian, piutang 
negara, dan lelang 
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h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan 
kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi 
barang jaminan 
i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan 
penagih hutang serta harta kekayaan lain 
j. Pelaksanaan bimbingan kepada kepala pejabat lelang 
k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan 
l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hokum pengurusan 
piutang negara dan lelang 
m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan 
hasil lelang 
n. pelaksanaan administrasi KPKNL 
2. Kepala KPKNL 
Dalam Melaksanakan tugas, Kepala KPKNL menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Menyelenggarakan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, 
penghapusan, dan pemindahtanganan kekayaan negara; 
b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian, pemantauan, 
pengamanan, dan pemeliharaan pengelolaan kekayaan negara; 
c. Menyelenggarakan inventarisasi kekayaan negaraa; 
d. Menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, registrasi, dan verifikasi 
kekayaan negara; 
e. Melaksanakan pelayanan penilaian; 
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f. Melaksanakan survey fan harga pasar dalam rangka penyusunan daftar 
komponen penilaian bangunan dan; 
g. Melaksanakan usulan permintaan penggunaan jasa penilai eksternal 
terhadap penilai yang bersifat spesifik. 
3. Sub Bagian Umum 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Seksi Sub Bagian Umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub Bagian Umum Mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Pelaksanaan urusan kepegawaian 
b. Pelayanan urusan keuangan 
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan; 
d. Serta penatausahaan, pengamananm pengawasan barang milik negara 
di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL)  
Kepala Sub Bagian Umum 
Aris Purwanto 
Pelaksana  
Pamadhi S 
Pelaksana  
Ragil Anwar R 
Pelaksana  
Reni Kurniasih 
Pelaksana  
M. Nasrulloh 
Pelaksana  
Prakoso Adhi  
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4. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) 
Gambar 2.3 Struktur organisasi PKN 
 
 
 
 
 
 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 
penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan 
pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang 
milik negara/kekayaan negara. Dalam melaksanakan tugas seksi Pengelolaan 
Kekayaan Negara (PKN) menyelenggarakan fungsi : 
a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan 
kekayaan negara 
b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan 
pengalihan serta penghapusan kekayaan negara, dan; 
c. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara. 
 
 
 
 
 
Kepala Seksi 
Anas Waskita Jati 
Pelaksana  
M. Fuad M 
Pelaksana  
Supatmiati 
Pelaksana  
Singgih P 
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5. Seksi Pelayanan Lelang 
Gambar 2.4 Struktur Organisasi PN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan 
lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan,, 
kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian 
potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil Perum perhutani (Persero) dan 
penatausahaan bea lelang pegadaian. Dalam melaksanakan tugas seksi 
pelayanan lelang menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan pelayanan lelang 
b. Penyajian informasi dibidang lelang, dan; 
c. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang 
 
 
 
Kepala Seksi 
Triyanto 
Pelaksana 
Wibowo I 
Pelaksana  
Widara L 
Pelaksana  
Giyono 
Pelaksana  
Dessy E 
Pelelalng 
Pelelang 
Pelelang 
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6. Seksi Pelayanan Penilaian 
Gambar 2.5 Struktur Organisasi PP 
 
 
 
 
 
 
Mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi 
permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan 
metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian 
terhadap objek-objek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan 
basis data penilaian. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Penilaian 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan pelayanan penilaian dan; 
b. Penyajian informasi dibidang penilaian. 
7. Seksi Piutang Negara (PN) 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan 
penagihan piutang negara secara pemeriksaan kemampuan penanggung 
hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, 
pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan keluar 
wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan 
pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul 
Kepala Seksi 
Widi Ardi Bayu C 
Pelaksana  
Deddy Eko SB 
Pelaksana  
Haidar Budi Ismail 
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pemblokiran surat berharga milik penanggung/peminjam hutang yang 
diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan 
mengenainsumpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang 
jaminan milik penanggung hutang. Dalam melaksanakan tugas Seksi Piutang 
negara menyelenggarakan fungsi : 
a. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang 
jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung 
hutang/peminjam hutang 
b. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka 
waktu dan/atau kumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan 
penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul 
penghapusan piutang negara 
c. Penyajian informasi di bidang piutang negara 
d. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang serta pemeriksaan 
kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi 
barang jaminan. 
e. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau 
penjamin hutang serta harta kekayaan lain dan; 
f. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan. 
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7. Seksi hukum dan informasi 
Gambar 2.6 Struktur Organisasi HI 
 
 
 
 
 
 
 
Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengrlolaan dan 
pemeliharaan perangkat, jaringan, insfrastruktur teknologi informasi dan 
komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, 
implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencara strategis, 
laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus 
piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan 
hasil lelang. Dalam melaksanakan tugas Seksi Hukum dan Informasi 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hokum pengurusan 
piutang negara dan lelang dan; 
b. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan 
hasil lelang. 
 
 
Kepala Seksi 
Agus Widayat 
Pelaksana 
Aziz Kurniawan 
 
Pelaksana  
Lukas Carus AB 
Pelaksana  
Popong Depi W 
Pelaksana  
Sulis Juniarti Dwi 
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8. Seksi Kepatuhan Internal 
Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, 
pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan 
disiplin, dan tindakan lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi 
perbaikan proses bisnis. 
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BAB III 
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
 
A. Tinjauan Teori 
1. Definisi  Lelang 
Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang 
yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang barang yang 
ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.1 Selain itu, pasal 
1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa 
oleh belanda menyebutkan:  
“penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan 
kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan 
pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang 
diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan 
itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar 
harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam 
sampul tertutup”.  
Rahmat Soemitro di dalam  bukunya, yang di kutip dari Polderman 
menyatakan  bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan 
perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual 
dengan cara menghimpun para peminat. Polderman selanjutnya mengatakan 
bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk 
mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual. 
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Selain itu, menurut Roell yang dikutip oleh Rachmat Soemitro 
menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang 
terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu 
barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraan kuasanya memberi 
kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk 
membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana 
kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela 
kecuali jika dilakukan atas perintah hakim. 
 Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: 
”Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara 
sslangsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga 
secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan 
peminat”. 
 Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media 
elektronik melalui internet atau Lelang Online. Dalam peraturan Menteri 
Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang 
terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan 
yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang 
didahului dengan pengumuman lelang. Maka dengan demikian, syarat dari 
penjualan umum secara garis besar adalah hanya ada dua, yaitu: 
a. Pengumpulan para peminat 
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b. Adanya kesepakatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang 
bersaing seluas-luasnya. 
2. Dasar Hukum Lelang 
Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu: 
1. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad 
nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 
terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu Reglement mulai 
berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur 
prinsip-prinsip pokok tentang lelang. 
2. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun 1908 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad 
nomor 85 tahun 1930. Vendu Instructie merupakan ketentuan-ketentuan 
yang melaksanakan Vendu Reglement. 
3. Peraturan Meteri Keuangan  Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan 
Peraturan Meteri Keuangan  Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan 
Peraturan Meteri Keuangan  Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai 
Lelang 
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan 
Peraturan Meteri Keuangan  Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat 
Lelang Kelas I 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan 
Peraturan Meteri Keuangan  Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat 
Lelang Kelas II 
3. Jenis-Jenis Lelang 
Jenis lelang berbeda satu sama lain sesuai dengan kategorinya, namun 
secara garis besar, jenis lelang dapat di kelompokkan sebagai berikut: 
a. Lelang Eksekusi 
1) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 
Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah 
pelayanan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara 
(PUPN)/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam 
rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang 
jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar 
hutangnya kepada negara berdasarkan UU No. 49 tahun 1960 Tentang 
Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang benda yang berasal dari 
sitaan yang dilakukan oleh BUPN yaitu hasil lelang dari benda benda 
jaminan si debitur kepada badan pemerintah atau kepada BUMN atau 
kepada BUMD, dan sebagainya. 
2) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri 
Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan Agama 
(PA) adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/PA untuk 
melaksanakan keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan 
pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak 
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tanggungan, yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat 
(persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan. 
3) Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah) 
Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak 
lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat 
maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksaan lelang ini adalah 
Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan 
Surat Paksa. Dalam praktek, lelang sita pajak lebih sering semacam 
shock therapy bagi para wajib pajak, agar mereka segera membayar 
pajak tunggakan yang terhutang. Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu 
harta kekayaaan wajib pajak yang disita oleh juru sita pajak, kemudian 
dilelang, hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang dan 
disetor dalam kas negara, sedangkan lebihnya harus dikembalikan 
kepada wajib pajak. Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan 
tanpa dihadiri oleh penanggung pajak 
4) Lelang Eksekusi Harta Pailit 
Lelang eksekusi harta pailit adalah Lelang yang dilakukan oleh 
pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang 
dinyatakan Pailit, dalam hal adanya gugatan terhadap suatu Badan 
Hukum (termasuk Perseroan) dimana debitur tidak dapat membayar 
utang-utangnya terhadap kreditur. 
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5) Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan, dan rampasan 
kejaksaan/penyidik 
Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan 
oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak 
ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan 
berupa hasil hutan yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan 
tersangkanya dan telah diumumkan secara patut, tetapi  tidak ada yang 
mengaku sebagai pemiliknya. Lelang Barang Sitaan adalah lelang 
terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara 
pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan 
berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual mendahului 
keputusan pengadilan berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang 
Acara Pidana setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat 
perkara berlangsung. Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti 
dalam perkara. Lelang barang rampasan adalah Lelang benda yang 
berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan 
itu hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan 
APBN. 
6) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia 
Lelang eksekusi jaminan fidusia adalah lelang terhadap objek 
fidusia karena debitor cedera janji atau wanprestasi, sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang  nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
Fidusia. Dalam hal ini kreditor tidak perlu meminta fiat (persetujuan 
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resmi) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila akan menjual 
secara lelang barang jaminan kredit yang diikat fidusia, jika debitor 
cedera janji atau wanprestasi 
7) Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
(barang tak bertuan) dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan 
tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi 
milik Negara yang merupakan pengelompokan menurut Direktorat Bea 
dan Cukai. Lelang barang tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut 
lelang yang dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waktu yang 
ditentukan tidak dibayar bea masuknya. 
b. Lelang Non-Eksekusi Wajib 
Merupakan lelang barang inventaris instansi pemerintah 
pusat/daerah dalam rangka penghapusan barang milik/dikuasai negara 
yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai atau memiliki 
suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang undangan harus dijual 
secara lelang. Barang yang dimiliki negara adalah barang yang 
pengadaannya bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBD, serta 
sumber-sumber lainnya atau barang yang nyata-nyata dimiliki negara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 
 
27 
 
 
 
c. Lelang Non-Eksekusi Sukarela 
1) Lelang Sukarela Barang Milik Swasta 
Lelang sukarela/swasta adalah jenis pelayanan lelang atas 
permohonan masyarakat secara sukarela. Jenis pelayanan ini sedang 
dikembangkan untuk dapat bersaing dengan berbagai bentuk jual beli 
individual/ jual beli biasa yang dikenal di masyarakat. Lelang sukarela 
yang saat ini sudah berjalan antara lain lelang barang seni seperti carpet 
dan lukisan, serta lelang sukarela yang diadakan Balai Lelang. 
2) Lelang Sukarela aset BUMN/BUMD berbentuk Persero 
Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 
tentang Perusahaan Perseroan  (Persero) mengatur, bagi persero tidak 
berlaku Instruksi Presiden Nomor 1970 tentang Penjualan dan/atau 
Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara, yang 
harus melalui Kantor Lelang. Dalam penjelasan Pasal 37 dinyatakan 
guna memberikan keleluasaan pada Persero dan Persero Terbuka dalam 
melaksakan usahanya, maka penjualan dan pengalihan barang yang 
dimiliki/dikuasai Negara, dinyatakan tidak berlaku. Persero tidak wajib 
menjual barangnya melalui lelang atau dapat menjual barang asetnya 
tanpa melalui lelang. Jika persero memilih cara penjualan lelang, maka 
lelang tersebut termasuk jenis lelang sukarela. 
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4. Definisi Barang Sitaan 
Barang sitaan  yang dimaksud dalam  tulisan ini adalah barang-
barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana, mengingat 
penyitaan sering dijumpai dalam perkara perdata, misalnya terkait hal hutang 
piutang. Dalam perkata  perdata, jika sesudah lewat waktu yang ditentukan 
belum juga dipenuhi putusan tersebut, atau jika pihak yang dikalahkan 
tersebut, sesudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka ketua 
pengadilan karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis supaya 
disita sejumlah barang tidak tetap (barang bergerak) dan jika tidak ada barang 
seperti itu, atau ternyata tidak cukup, maka barang tetap kepunyaan orang 
yang dikalahkan tersebut, sehingga dirasa cukup sebagai pengganti jumlah 
uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya pelaksanaan putusan 
tersebut (Pasal 197 ayat (1) HIR). Surat perintah inilah yang lazim disebut 
”penetapan” atau yang biasa disebut suatu penetapan perintah eksekusi. Surat 
penetapan ini menjamin sahnya perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap 
panitera atau juru sita yang mendapat perintah maupun pihak yang kalah 
(tereksekusi). Tanpa surat penetapan, pihak yang kalah dapat menolak 
tindakan. 
5. Definisi e-Auction (Lelang Internet) 
Action berasal dari bahasa inggris yang berarti lelang, pelelangan, 
melelang. Sementara itu e merupakan singkatan dari elektronik, artinya disini 
adalah secara online melalui internet. E-Auction adalah layanan lelang 
electronik  
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E-auction mencakup baik harga dan non-harga (tingkat layanan, 
kualitas, dll) parameter untuk memastikan hasil lelang mencerminkan nilai 
total keseluruhan terbaik untuk APMM. Layanan e-Auction mulai beroperasi 
pada akhir 2002. Secara bertahap modul-modul e-auction dilengkapi dengan 
modul-modul baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar. Modul 
lengkap e-procurement (dimana auction termsuk di dalamnya) sudah siap 
pada akhir 2004. 
E-Auction adalah layanan lelang electronik untuk penjualan dan 
pengadaan barang antar perusahaan (Business to Business) berbasis web 
(internet). E-Auction atau lelang melalui internet memiliki beberapa 
kelebihan atau karakteristik tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Journal 
of Consumer Psychology yaitu: 
Lelang  Elektronik melalui internet memiliki beberapa karakteristik 
yang membedakan sesuai dengan perkembangan. Pertama, lelang melalui 
internet menghilangkan batasan geografis lelang tradisional, memungkinkan 
orang dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam lelang. Kedua, dari segi 
durasi, lelang Internet dapat berlangsung selama beberapa hari (biasanya 
seminggu) yang memberikan  baik penjual dan penawar lebih fleksibel. 
Ketiga, biaya operasional jauh lebih rendah dari lelang tradisional, 
membebankan biaya komisi yang lebih rendah, dan menarik lebih banyak 
penjual dan pembeli. 
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6. Pengertian pajak 
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 
tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 
berbunyi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Sedangkan menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur : 
a. Iuran dari rakyat kepada negara. 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut 
berupa uang (bukan barang). 
b. Berdasarkan undang – undang. 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
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c. Tanpa jasa  
Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga 
pemungutnya yaitu : 
a. Menurut golongannya 
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
b. Menurut sifatnya 
1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak  Pertambahan  Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. 
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c. Menurut lembaga pemungutnya 
1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas  Barang Mewah, dan Bea Materai. 
2) Pajak daerah, yaitu  pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 
atas : 
a) Pajak  provinsi, contoh : pajak  kendaraan  bermotor,  pajak bahan 
bakar kendaraan bermotor. 
b) Pajak kabupaten/Kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan 
pajak hiburan. 
d. Berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, 
1) PPh Final 
2) Tidak Final 
B. Tinjauan Praktek 
1. Syarat Dan Ketentuan Menjadi Peserta Lelang: 
a. Peserta Lelang menyetujui transaksi yang dilakukan melalui aplikasi 
Lelang Melalui Internet dan tidak boleh melanggar peraturan perundang- 
undangan yang berlaku di Indonesia. 
b. Peserta Lelang tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di 
Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan  jaringan dan 
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komunikasi data, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
maupun dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
c. Waktu yang digunakan adalah waktu server. 
d. Peserta Lelang dianggap melakukan penawaran lelang secara sadar tanpa 
paksaan dari pihak mana pun dan penawaran lelang bersifat mengikat dan 
sah. 
e. Peserta Lelang bertanggung jawab penuh atas transaksi elektronik yang 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi Lelang Melalui Internet. 
f. Peserta Lelang wajib menjaga kerahasiaan user ID dan password masing--
masing. Penyelenggara Lelang Melalui Internet tidak bertanggung jawab 
atas segala akibat penyalahgunaan akun Peserta Lelang. 
2. Syarat Dan Ketentuan Jangka Waktu Peserta Lelang Melakukan 
Penawaran 
a. untuk penawaran tertutup (closed bidding), setelah penayangan objek 
lelang pada aplikasi sampai dengan sebelum penayangan Kepala Risalah 
Lelang.  
b. untuk penawaran terbuka (open bidding), setelah penayangan Kepala 
Risalah Lelang sampai dengan waktu penutupan penawaran lelang. 
c. Lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan atas permintaan penjual, 
berdasarkan  penetapan / putusan pengadilan, berdasarkan pertimbangan 
dari pejabat lelang, atau karena gangguan teknis yang tidak dapat 
ditanggulangi / force majeur, sesuai peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang petunjuk pelaksanaan lelang,dan 
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d. Jika terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena 
permintaan Penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan, atau oleh 
Pejabat Lelang, maka Pejabat Lelang memberitahukan kepada Peserta 
Lelang melalui aplikasi Lelang Melalui Internet, surat elektronik (email), 
telepon, website, short message service, dan/ atau papan pengumuman 
pada Penyelenggara Lelang Melalui Internet. 
Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang 
karena permintaan Penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan, atau 
oleh Pejabat Lelang, maka Peserta Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi. 
Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang 
telah ditawar / dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik 
yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/ Pembeli tidak 
berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan 
dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. 
 
3. Pengesahan Pembeli 
Peserta Lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau 
melampaui Nilai Limit disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli. Jika 
terdapat penawaran tertinggi yang sama, yang diterima lebih dahulu akan 
disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli. Bea Lelang dalam 
pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku pada Kementerian Keuangan. Pelunasan kewajiban pembayaran 
lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai atau cek/ giro paling lambat 5 
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(lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran dengan cek/giro 
hanya diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran 
lelang oleh Pembeli, jika cek/ giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota 
kliring, dananya meneukupi dan dapat diuangkan.  
Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai bertanggung jawab 
sepenuhnya atas pelunasan  kewajiban pembayaran  lelang dan  biaya-biaya 
resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam 
penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan attau 
badan  hukum atau badan usaha. 
Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai 
ketentuan/wanprestasi, maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya 
sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa 
mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 
Pasal 1267 KUH Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. 
Pembeli tidak diperkenankan mengambil/ menguasai barang yang dibelinya 
sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli 
melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak 
kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib. 
Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan 
Pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut. 
Pembeli akan diberikan Kutipan Risalah Lelang untuk kepentingan balik 
nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila 
yang dilelang berupa tanah dan/ atau bangunan harus disertai dengan 
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menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. Kutipan Risalah Lelang diambil 
oleh Pembeli atau kuasanya di KPKNL yang menyelenggarakan lelang. 
Bagi Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli, Jaminan 
Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa 
potongan, kecuali  terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh perbankan, 
maka menjadi tanggungan Peserta Lelang. Dalam hal terdapat gangguan 
teknis atas aplikasi dalam pelaksanaan Lelang Melalui Internet, yang terjadi 
sebelum atau setelah penayangan Kepala Risalah Lelang, Pejabat Lelang 
berwenang mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan. 
Penyelenggara Lelang Melalui Internet memberitahukan adanya 
gangguan teknis dan/ atau kondisi kahar kepada Peserta Lelang menggunakan 
aplikasi Lelang Melalui Internet, surat elektronik (email , telepon, website, 
short message service, dan/ atau papan pengumuman pada Penyelenggara 
Lelang Melalui Internet. Dalam hal terjadi pembatalan lelang akibat adanya 
gangguan teknis dan/ atau  kondisi kahar terkait pelaksanaan lelang dengan 
penawaran menggunakan aplikasi  Lelang  Melalui Internet, maka Penjual, 
Peserta Lelang, dan/ atau pihak lain tidak dapat menuntut ganti rugi. 
Peserta Lelang tidak akan menuntut Pejabat Lelang, Unit Pengelola 
TIK, dan Penyelenggara Lelang Melalui Internet, baik secara perdata maupun 
pidana dalam hal terdapat kondisi Gangguan Teknis atau permasalahan pada 
aplikasi Lelang Melalui Internet.Waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada 
perangkat peserta lelang dapat berbeda dengan waktu server pada 
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Penyelenggara Lelang Melalui Internet sebagai akibat dari ketidakandalan 
jaringan komunikasi data yang digunakan oleh Peserta Lelang. 
Data penawaran yang mengikat dan sah adalah penawaran yang 
masuk dan tercatat sesuai dengan waktu server pada Penyelenggara Lelang 
Melalui Internet, bukan waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat 
peserta lelang. Pejabat Lelang, Unit Pengelola TIK, dan Penyelenggara 
Lelang Melalui Internet dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang 
timbul: 
karena kesalahan dan/ atau kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Lelang atau 
pihak lain dalam proses penawaran lelang; karena kegagalan peserta dalam 
memproses penawaran lelang yang diakibatkan oleh gangguan teknis pada 
jaringan komunikasi data yang digunakan oleh Peserta Lelang; dan akibat 
tindakan pihak lain yang mengatasnamakan Penyelenggara Lelang Melalui 
Internet dan merugikan Peserta Lelang. 
Peserta Lelang setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, 
mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar 
hukum. Semua informasi resmi yang terkait dengan transaksi keuangan hanya 
dapat diperoleh dengan mengakses aplikasi Lelang Melalui Internet. 
Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli barang tidak bergerak 
harus menandatangani Minuta Risalah Lelang paling lambat 5 (lima) hari 
kerja setelah pelaksanaan lelang. Untuk segala hal yang berhubungan dengan 
atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap 
telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah 
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pada KPKNL yang menyelenggarakan lelang. Khusus untuk pembelian 
dalam lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan 
hukum dagang yang berlaku di Indonesia. 
4. Prosedur Penggunaan e-Auction (Lelang Internet) 
Lelang secara online dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis 
tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Email (ALE). ALE 
dapat dibuka pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id 
dengan tata cara sebagai berikut: 
a. Peserta lelang harus sign in (bagi yang sudah pernah mendaftar) atau sign 
up (bagi yang belum pernah mendaftar) pada alamat domain tersebut 
untuk mendaftarkan username dan password masing-masing. Ada 
beberapa data yang harus dilengkapi dalam proses registrasi tersebut 
sehingga email yang didaftarkan harus valid. 
b. Peserta lelang akan memperoleh kode aktivasi yang dikirim ke alamat 
email masing-masing. Kode aktivasi digunakan untuk mengaktifkan 
username. 
c. Setelah aktif, peserta lelang memilih jenis objek lelang pada katalog yang 
tersedia. 
d. Setelah memastikan jenis objek lelang yang dipilihnya, peserta lelang 
diwajibkan untuk mendaftarkan nomor identitas KTP dan NPWP serta 
menggunggah softcopy nya, dan juga mendaftarkan nomor rekening bank 
atas nama peserta lelang guna kepentingan pengembalian uang jaminan 
bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang. 
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e. Peserta lelang akan memperoleh nomor Virtual Account (VA) atau nomor 
rekening sebagai tujuan penyetoran uang jaminan lelang. nomor VA dapat 
dilihat dalam menu “Status Lelang” pada ALE sesuai username masing-
masing. 
f. Peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan sesuai dengan 
jumlah/nominan yang telah disaratkan penjual dan paling lambat 1 (satu) 
hari sebelum pelaksanaan lelang. 
 
g. Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor VA masing-masing 
peserta lelang dan dapat dilakukan melalui berbagai jalur sperti ATM, 
sms-banking, i-banking dan teller bank. 
h. Setelah uang jaminan diterima di rekening penampungan penjual dan 
peserta lelang dinyatakan bersih dari daftar pihak yang dikenai sanksi 
tidak diperbolehkan mengikuti lelang, maka peserta lelang akan 
memperoleh kode token yang akan digunakan untuk menawar objek 
lelang yang dikirimkan ke email masing-masing. 
i. Penawaran diajukan dengan cara menekan tombol “tawar (bid)” dalam 
menu “status lelang” pada  ALE. Penawaran dapat diajukan berkali-kali 
sampai batas waktu penawaran ditutup. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 38 bahwa Besarnya Uang 
Jaminan Penawaran Lelang ditentukan oleh Penjual/Pemilik Barang 
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Nilai Limit dan paling 
banyak sama dengan Nilai Limit 
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j. Setelah penawaran lelang berakhir, seluruh penawaran lelang 
direkapitulasi oleh ALE dan dapat dilihat oleh peserta lelang pada ALE. 
Seluruh peserta lelang (baik pemenang maupun peserta lelang) akan 
mendapatkan  informasi melalui email masing-masing mengenai hak dan 
kewajibannya. 
k. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan paling 
lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, sedangkan 
pengembalian uang jaminan peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai 
pemenang dilakukan saat itu juga. Setiap pelunasan dan pengembalian 
uang jaminan ditujukan ke nomor VA masing-masing. 
Dalam hal Balai Lelang yang bertindak sebagai penjual, makan syarat 
dan ketentuan ditentukan oleh Balai Lelang tersebut yang dapat dilihat di 
website masing-masing Balai Lelang. Sedangkan untuk prosedur ataupun tata 
cara pelaksanaannya sama seperti tata cara pelaksanaan lelang online oleh 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dan untuk barang 
yang berada diluar kedudukan pembeli lelang maka pengirimannya dilakukan 
sesuai permintaan pembeli dimana seluruh biaya ditanggung oleh pembeli. 
  Persamaan mendasar dari tiap-tiap jenis lelang tersebut terletak pada 
pihak yang terlibat di dalamnya serta prosedur pelaksanaan lelang tersebut. 
Dalam semua jenis lelang harus ada Penjual/ Pemilik barang, peserta lelang, 
dan Pejabat Lelang, tapi pengecualian untuk Pejabat Lelang yaitu bahwa 
dalam Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib yang berwenang 
adalah Pejabat Lelang Kelas I, dan untuk Lelang Non Eksekusi Sukarela yang 
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berwenang adalah Pejabat Lelang Kelas II. Sedangkan untuk perbedaannya 
terletak pada objek lelang dan syarat dari masing-masing jenis lelang tersebut. 
Data  pelaksanaan  lelang  oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  
dan  Lelang Tegal sebaga berikut: 
Tabel 3.1 Data Pelaksaan Lelang di KPKNL Tahun 2017 -2019 
Jenis 
2017 2018 2019 
Jumlah persentase Jumlah Persentase Jumlah persentase 
konvensional 70 31% 44 15% 15 4% 
E-Auction 
(Internet) 
150 69% 232 85% 350 96% 
TOTAL 220 100% 276 100% 365 100% 
Sumber: Seksi Hukum danInformasi KPKNL Tegal 
Berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam penerapan 
pelaksanaan lelang menggunakan aplikasi E-Auction (internet) dari  tahun  ke  
tahun  mengalami peningkatan. Pada  akhir tahun 2019 sebanyak 850 kali lelang 
menggunakan E-Auction dengan persentase 96 % dari total pelaksaan lelang pada 
tahun 2019 
5. Pemenang dan Pelunasan Lelang 
Bagaimana cara melakukan pelunasan lelang setelah ditetapkan 
sebagai pemenang? 
a. Cara Pertama : 
1) Cek email yang dikirimkan sistem lelang ke alamat email Anda; 
2) Ikuti petunjuk pelunasan yang telah dilampirkan. 
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b. Cara Kedua : 
1) Sign in ke akun Lelang.go.id Anda 
2) Klik Lelang saya, kemudian klik status lelang; 
3) Klik Detail pada objek lelang yang Anda ikuti; 
4) Ikuti petunjuk pelunasan yang ada. 
 
 
43 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan  lelang atau barang milik daerah melalui internet/e-Auction 
oleh KPKNL Kota Tegal yang memenuhi asas asas dari lelang yaitu penjualan 
untuk umum didahului dengan pengumuman yang memuat informasi apa adanya 
tanpa ditutup-tutupi dari publik (peserta lelang). 
Adanya uang jaminan dan penawaran secara tertutup tanpa kehadiran 
peserta membuat pelaksanaan e-Auction adil bagi semua pihak. Tidak 
diperlukan tempat membuat e-Auction efisien dan ekonomis, karena adanya 
risalah lelang membuat pelaksanaan e-Auction mempunyai perlindungan hukum 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai tanggungjawab masing-
masing dalam pelaksanaan e-Auction. Adapun pelaksanaan lelang barang milik 
daerah melalui internet/e-Auction oleh KPKNL Kota Tegal yang memenuhi 
unsur-unsur dari lelang yaitu e-Auction tebuka untuk umum bagi siapa saja yang 
berminat dengan bersedia mengikuti aturan lelang yang telah ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. Adanya pengumuman lelang sebelum 
pelaksanaan lelang.Waktu pelaksanaan mengunakan waktu server ALE sesuai 
waktu dimana wilayah KPKNL menyelenggarakan lelang berada, dimana dalam 
hal ini dilakukan oleh KPKNL Kota Tegal, maka menggunakan Waktu 
Indonesia Barat (WIB) dan dilakukan melalui ALE (Aplikasi Lelang Email) 
yang dibuka pada alamat domain KPKNL. Penawaran dilakukan secara tertulis 
44 
 
 
 
melalui email tanpa kehadiran peserta lelang dan peserta dengan penawaran 
tertinggilah yang dinyatakan sebagai pemenang. Dilakukan oleh pejabat lelang, 
namun tidak secara langsung berhadapan dengan pejabat lelang. Dibuat risalah 
lelang oleh pejabat lelang. 
Keunggulan pelaksanaan lelang melalui internet/e-Auction dibandingkan 
dengan pelaksanaan lelang secara konvensional yaitu tidak memerlukan tempat, 
lebih ekonomis dan efesien, lebih objektif, mengurangi risiko konflik. Adapun 
kelemahan pelaksanaan lelang melalui internet/e-Auction dibandingkan dengan 
pelaksanaan lelang konvensional yaitu sebelum lelang dimulai pejabat lelang 
tidak dapat mengingatkan kembali perihal spesifikasi objek lelang seperti halnya 
pada lelang konvensional, sehingga peserta tidak dapat mundur sebagai peserta 
atau membatalkan penawararan. Terdapat pelung, akun peserta dapat 
disalahgunakan/di-hack. Pembeli tetap harus datang ke KPKNL untuk 
mengambil risalah lelang dan ke tempat penjual untuk mengambil barang beserta 
dokumen kepemilikan meskipun segala transaksi dilakukan secara online . 
Harga yang didapat kurang optimal bila dibandingkan dengan pelaksanaan 
lelang konvensional secara lisan. Tidak semua objek lelang dapat dilelang secara 
e-Auction tergantung dari kondisi objek lelang tersebut. 
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang melalui internet/e-
Auction oleh KPKNL Kota Tegal yaitu : 
1. Kendala yang timbul dari Web atau Aplikasi e-Auction  
2. Kendala yang timbul dari peserta lelang 
3. Kendala yang timbul dari pemerintah daerah. 
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B. Saran 
Beberapa saran dari penulis bagi fiskus berkaitan dengan e-Auction  adalah 
sebagai berikut : 
1. Diperlukan perbaikan dalam Web dan pembaruan Aplikasi e-Auction  
dengan fitur-fitur terbaru yang lebih praktis dan mudah dimengerti oleh 
peserta lelang sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara lebih 
baik dan efisien. 
2. Sistem ini dapat terus dikembangkan dengan melakukan berbagai 
otomatisasi dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 
3. Sistem dapat dikembangkan dengan sistem keamanan yang lebih tinggi 
karena berkaitan dengan finansial 
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LAMPIRAN 
 
 
1.Tampilan Langkah Pertama Pada website/aplikasi e-Auction 
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2. Tampilan kedua pada website/aplikasi e-Auction Pndaftaran peserta lelang 
kemudian lengkapi menggunakan data yang sebenar-benarnya 
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3. Tampilan langkah berikutnya pada website/aplikasi e-Auction setelah pengisian 
data peserta lelang akan mendapatkan kode aktivasi melalui email 
 
 
4. Tampilan langkah berikutnya pada website/aplikasi e-Auction setelah 
menerima kode aktivasi melalui email masukkan kode tersebut untuk melanjutkan 
ke tahap selanjutnya 
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5. Tampilan langkah berikutnya pada website/aplikasi e-Auction untuk bisa 
masuk dan melanjutkan isi kolom sesuai perintah kemudian klik sign in untuk 
melanjutkan ke langkah berikutnya 
 
 
6. Tampilan langkah berikutnya pada website/aplikasi e-Auction, 
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7. Tampilan langkah berikutnya pada website/aplikasi e-Auction untuk bisa 
menjadi peserta lelang dan mengikuti lelang, isi data tersebut dengan data yang 
sebenar-benarnya  
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8. Contoh tabel pelaksanaan lelang pada KPKNL Kota Tegal. 
 
 
 
 
